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ABSTRAK : - Bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 203/PMK.02/2018 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan
sehingga perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No.4916), Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu
256/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.2054) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Permenkeu 127/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.1862), Permenkeu
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan
Permenkeu 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.641), Permenkeu 225/PMK.05/2019
(BN Tahun 2019 No.1729).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup petunjuk teknis akuntansi PNBP Migas meliputi proses pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur Laporan Keuangan yang terdiri

atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Petunjuk teknis akuntansi PNBP

Migas tertuang dalam modul petunjuk teknis yang terdiri atas:

a. modul petunjuk teknis akuntansi umum, yang mengatur ketentuan mengenai
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur-unsur laporan
keuangan;

b. modul petunjuk teknis pemindahbukuan dalam rangka proses pengakuan dan
pengukuran PNBP Migas, yang mengatur ketentuan mengenai proses pengakuan
dan pengukuran pendapatan melalui rekening minyak dan gas bumi; dan

¢. modul petunjuk teknis pengukuran PNBP SDA Migas per kontraktor, yang
mengatur ketentuan mengenai proses pengukuran PNBP SDA Migas yang akan
menjadi DBH SDA Migas.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu 124/PMK.02/2016,
Permenkeu 217/PMK.02/2017, dan Permenkeu 203/PMK.02/2018, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020 dan diundangkan pada
tanggal 2 Juni 2020.
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